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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 137 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 102 TAHUN 2011
TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

Mengingat

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun
2011 telah diatur mengenai Satuan Biaya Khusus untuk
Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik;

bahwa besaran biaya kegiatan fasilitasi dan dukungan teknis
dalam menggerakkan peran serta lembaga kemasyarakatan di
bidang kesatuan bangsa dan politik sudah tidak sesuai dengan
kondisi saat ini, sehingga perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun
2011 tentang Satuan Biaya Khusus Untuk Kegiatan Pembinaan
dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewaspadaan Dini Masyarakat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
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8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2011 tentang Satuan
Biaya Khusus Untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161
Tahun 2014;

11.Peraturan  Gubernur Nomor 241 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 102 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN BIAYA
KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

Pasal I
Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 102
Tahun 2011 tentang Satuan Biaya Khusus Untuk Kegiatan
Pembinaan dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juli2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 71015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH K USUS IBUKOTA JAKARTA,

-
YA AN YUHANAH
NIP 196508241994032003




Lampiran :
Ibukota Jakarta
Nomor 137 TAHUN 2016
Tanggal 27 Juni 2016

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

SATUAN BIAYA KHUSUS KEGIATAN FASILITASI DAN DUKUNGAN TEKNIS
DALAM MENGGERAKKAN PERAN SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

(dalam rupiah)

No Komponen Satuan Biaya
No] p
1. | Honorarium forum-forum yang dibentuk
sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri
Dalam Negeri
a. Tingkat Provinsi
Ketu.a Orang/Bulan 2.000.000
- Wakil Ke.tua Orang/Bulan 1.975.000
- Sekretaris Orang/Bulan 1.950.000
Anggota Orang/Bulan 1.900.000
b. Tingkat Kota/Kabupaten
- Ketua Oran
. g/Bulan 1.900.000
- Wa;(kﬂ Ke.tua Orang/Bulan 1.875.000
: ie retaris Orang/Bulan 1.850.000
nggota Orang/Bulan 1.800.000
¢. Tingkat Kecamatan
- Ketua
. Orang/Bulan 1.800.000
: \SNell{kll thua Orang/Bulan 1.775.000
_ Ai rettalns Orang/Bulan 1.750.000
ggota Orang/Bulan 1.700.000
d. Tingkat Kelurahan
- Ketua
: Orang/Bulan 1.700.000
: \S)\:il;ﬂtthua Orang/Bulan 1.675.000
- Z;I'IS Orang/Bulan 1.650.000
gg Orang/Bulan 1.600.000
e. Biaya Komunikasi (Pulsa H
o s (Pulsa Handphone) Orang/Bulan 300.000

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T, PURNAMA
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